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BAB IV 

KERATON SURAKARTA PASCA KONFLIK 

 

A. Dampak Konflik Terhadap Keraton Surakarta 

Adapun dampak konflik antara KGPH Hangabehi dengan KGPH 

Tedjowulan yaitu antara lain terlihat berkurangnya jumlah abdi dalem yang 

beraktivitas di lingkungan Keraton Suarakarta Hadiningrat. Selain itu, akibat dari 

adanya dualisme kepemimpinan Keraton Surakarta menyebabkan dana yang 

diberikan dari pemerintah pusat mendapatkan kendala. Sekda Pemerintah 

Surakarta menyatakan sebenarnya Pemrintah Kota Surakarta telah menyediakan 

anggaran dana sebesar 300 juta per tahun untuk pelestarian kebudayaan di Keraton 

Surakarta namun karena persyaratan adminstrasi tidak dipenuhi oleh pihak 

Keraton akibat dari adanya konflik raja kembar Kasunanan Surakarta.
1
  

Mengenai pengaruh konflik ini terhadap Pemerintah Kota, konflik ini pada 

dasarnya tidak berpengaruh bagi Pemerintah Kota Surakarta bahkan Pemerintah 

Kota Surakarta menempuh langkah untuk menyelesaikan konflik yang 

berkepanjangan ini. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Surakarta 

untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu Pemerintah Kota Surakarta berusaha 

untuk menjadi penengah adanya konflik ini dengan mempertemukan kedua belah 

pihak yaitu KGPH Hangabehi dengan KGPH Tedjowulan untuk melakukan 

perdamaian dan melaksanakan rekonsiliasi. Dampak dari adanya konflik antara 

                                                           

        
1
  Tribun, tanggal 13 Mei 2012, hlm. 7.  
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KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap 

masyarakat sebab masayarakat kurang berpartisipasi terhadap situasi yang ada di 

Keraton Surakarta.  

Mengenai dana hibah (sumbangan), adanya pemberian dana hibah dari 

Pemerintah Kota Surakarta untuk Keraton Surakarta tahun 2011 tidak dapat 

diambil dikarenakan terdapat masalah pada laporan pertanggung jawaban  yang 

tidak jelas. Sampai tahun 2012 belum ada pengajuan dari pihak Keraton Surakarta 

untuk pencairan dana hibah sebesar 300 juta. Tidak dicairkannya dana tersebut 

bukan dikarenakan Pemerintah Surakarta tidak peduli namun tidak dipenuhinya 

tertib adminstrasi berupa laporan pertanggung jawaban dan hibah tersebut.
2
   

Bibit Waluyo selaku Gubernur Jawa Tengah dalam Koran Solopos 31 Mei 

2012 menegaskan mengenai pencairan dana hibah untuk Keraton Surakarta 

tergantung terhadap Paku Buwana XIII Hangabehi. Dana bantuan hibah untuk 

Keraton Surakarta bukan hangus namun masih disimpan dan pencairannya 

tergantung Paku Buwana XIII Hangabehi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

menunda penyaluran dana bantuan hibah tahun 2012 terhadap Keraton Surakarta 

                                                           

        
2
 Sejarah lisan, hasil wawancara dengan BRM (Bandara Raden Mas) Suryo 

Asmo, selaku pegawai Sasana Pustaka sekaligus salah satu putera dari KGPH 

(Kanjeng Gusti Pangeran Haryo) Puger selaku Putera Dalem Keraton Surakarta, 

bertempat di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, pada hari Selasa 13 Juni 2012, pukul 

11.05 WIB. 
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karena mendapat surat resmi dari Paku Buwana XIII Hangabehi untuk menunda 

bantuan hibah untuk sementara waktu.
3
  

 

B. Upaya Rekonsiliasi Konflik  

Proses penyelesaian konflik raja kembar di Keraton Surakarta terlihat 

menunjukkan titik terang pada tahun 2012. Setidaknya Paku Buwana XIII 

Tedjowulan telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan rekonsiliasi 

dengan Paku Buwana XIII Hangabehi. Beliau berharap agar rekonsiliasi dengan 

KGPH Hangabehi dapat terwujud nyata pada bulan Mei tahun 2012. Adanya raja 

kembar  berawal dari setelah Paku Buwana XII meninggal dan tidak meninggalkan 

wasiat apapun tentang yang berhak menjadi raja penerus Paku Buwana XII. 

Paku Buwana XII tidak mengangkat seorang putera mahkota sebab beliau 

tidak mempunyai permaisuri hanya mempunyai garwa ampil sejumlah enam. 

Kondisi tersebut menjadi pangkal permasalahan yang melahirkan raja kembar. 

KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan sama-sama mengklaim sebagai Paku 

Buwana XIII. Adapun enam selir pendamping Paku Buwana XII yaitu antara lain 

Mandayaningrum, Retnodiningrum, Rogasworo, Pradapaningrum, 

Kusumoningrum, dan Pujaningrum.  

Mengenai rekonsiliasi untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kembali 

bergulir di tahun 2012 dari pihak KGPH Tedjowulan. KGPH Tedjowulan 

menyatakan bahwasannya telah menjalin komunikasi intensif dengan KGPH 

                                                           

        
3
 Solopos 31 Mei 2012, 31 Mei 2012, hlm. 1. 
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Hangabehi. Beliau menyatakan pertemuannya dengan KGPH Hangabehi telah 

berlangsung beberapa kali. Selain itu, KGPH Tedjowulan menyatakan 

bahwasannya beliau sudah rela melepaskan kedudukannya sebagai raja dan beliau 

siap kembali masuk ke Keraton Surakarta untuk memegang tanggung jawab 

sebagai wakil raja.
4
 

Konflik tersebut dinilai cukup merugikan keberadaan Keraton Surakarta 

sebagai lembaga kebudayaan. Upaya rekonsiliasi juga mendapat dukungan dari 

Pemerintah Kota Surakarta yang selalu memberi dorongan untuk mengadakan 

rekonsiliasi untuk konflik dualisme raja tersebut. Kedua belah pihak akan 

membuat surat kesepahaman mengenai rencana rekonsiliasi tersebut. Surat 

tersebut akan ditembuskan kepada Wali Kota Surakarta, Gubernur Jawa Tengah, 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan DPR.  

KGPH Tedjowulan menyatakan bahwasannya rekonsiliasi akan disaksikan 

pejabat pemerintah. Adapun pejabat pemerintah yang akan menyaksikan 

rekonsiliasi yaitu antara lain Wali Kota Solo yaitu Joko Widodo, Gubernur Jawa 

Tengah yaitu Bibit Waluyo. Selain itu juga akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, dan Ketua DPR yaitu Marzuki Alie. KGPH Tedjowulan 

memastikan diri bahwa dirinya akan kembali ke dalam Keraton Surakarta dengan 

upaya rekonsiliasi tersebut.
5
  

                                                           

       
4
 Tribun Jogja, tanggal 13 Mei 2012, hlm. 2. 

 

       
5
 Solopos, tanggal 11 Mei 2012, hlm. 8 kolom 1.  
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KGPH Tedjowulan menyatakan bahwa dorongan  dari pemerintah untuk 

melaksanakan rekonsiliasi patut didukung. Beliau yakin kedua belah pihak akan 

mendukung rencana penyelesaian konflik yang ada. Beliau juga berharapa agar 

KGPH Hangabehi juga mendukung rencana rekonsiliasi ini demi masa depan 

Keraton Surakarta. Meskipun sudah terjadi kesepakatan antara KGPH Tedjowulan 

dan KGPH Hangabehi namun masih terdapat permasalahan kembali. 

Adapun permasalahannya yaitu adanya kerabat Keraton Surakarta yang 

setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya rekonsiliasi ini. Salah satu pihak 

yang kurang setuju yaitu antara lain menantu Paku Buwana XII sekaligus yang 

menjabat sebagai Ketua Eksekutif Lembaga Keraton Surakarta yang bernama 

KGPH Edi Wirabhumi. Beliau menyatakan bahwasannya KGPH Tedjowulan tidak 

begitu saja dapat masuk kembali ke Keraton Surakarta.
6
 

Beliau menyatakan juga dalam lembaga Keraton Surakarta terdapat aturan-

aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Selain itu, beliau menegaskan 

pada saat KGPH Tedjowulan menawarkan untuk melaksanakan rekonsiliasi pihak 

Keraton Surakarta tidak langsung akan menerima kembali KGPH Tedjowulan 

untuk memasuki Keraton Surakarta. Keraton Surakarta terdapat lembaga dan 

semua harus melalui mekanisme dan hukum adat yang ada apabila ingin berada 

kembali di dalam Keraton Surakarta. 

Dalam koran Tribun Jogja tanggal 13 Mei 2012 halaman 2, KGPH Edi 

Wirabhumi menyatakan sejak KGPH Tedjowulan memutuskan untuk keluar dari 

                                                           

       
6
 Tribun Jogja, tanggal 13 Mei 2012, hlm. 2. 
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Keraton Surakarta dan mendeklarasikan dirinya sebagai Paku Buwana XIII hingga 

terjadi dualisme raja pada saat itu juga KGPH Tedjowulan sudah dikeluarkan dari 

Keraton Surakarta. Beliau menyatakan bahwa proses rekonsiliasi sudah lewat 

sebab retak dalam tubuh Keraton Surakarta sudah terlalu banyak.  

Konflik antara KGPH Tedjowulan dengan KGPH Hangabehi semakin 

memburuk pada bulan Agustus tahun 2005. Pada saat itu KGPH Tedjowulan 

beserta pendukungnya menyerbu Keraton Surakarta dan memaksa untuk 

memasuki Keraton Surakarta. KGPH Tedjowulan pada saat itu marah sebab tidak 

mendapat izin untuk memasuk Keraton Surakarta. KGPH Tedjowulan kemudian 

mengarahkan pendukungnya untuk memaksa masuk Keraton Surakarta. Pada saat 

itu seluruh pintu masuk wilayah Keraton Surakarta dikunci rapat oleh pendukung 

KGPH Hangabehi. 

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh adik kandung dari KGPH Hangabehi 

yang bernama KGPH Benowo yang menyatakan mendukung adanya rekonsiliasi 

yang diajukan oleh KGPH Tedjowulan. Dalam koran Tribun Jogja tanggal 13 Mei 

2012 halaman 2 beliau menyatakan bahwasannya masalah keluarga memang harus 

segera diselesaikan dan diharapkan semua penggede harus diajak bicara dan 

dilibatkan dalam proses rekonsiliasi tersebut. Beliau yakin akan adanya dukungan 

untuk rekonsiliasi ini.  

Proses rekonsiliasi dua raja di Keraton Surakarta sebaiknya memperoleh 

fasilitas dari pemerintah Kota Surakarta. Dalam mendamaikan kedua belah pihak 

yang hingga tahun 2012 ini sudah berseberangan mancapai delapan tahun  dapat 
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dilakukan dengan dua pendekatan. Adapun pendekatan tersebut yaitu  antara lain 

pendekatan kontemporer dan pendekatan klasik.  Pendekatan kontemporer yang 

dimaksud yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu ketatanegaraan modern.
7
 

Pendekatan dengan menggunakan ilmu ketatanegaraan modern tersebut tetap tidak 

lepas dari dari pendekatan klasik yaaitu dengan tetap mempertimbangkan adat 

istiadat yang berlaku. 

Adanya tawaran posisi wakil raja dalam proses rekonsiliasi tersebut 

merupakan bagian dari penerapan pendekatan kontemporer.  Jika melihat dari 

struktur Keraton Surakarta dan dan adat istiadat yang berlaku tidak ada posisi 

wakil raja dalam catatan sejarah Keraton Surakarta. Meskipun begitu, posisi wakil 

raja inilah salah satu langkah yang ditempuh untuk menegahi konflik antara 

KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi. 

Pandangan klasik yang dimaksud yaitu adat istiadat Keraton Surakarta pada 

dasarnya tidak melarang adanya perubahan dalam struktur kepemimpinan dalam 

kerajaan. Paku Buwana XII juga pernah menyatakan bahwasannya dalam penataan 

dan pengelolaan Keraton Surakarta dapat dilakukan secara fleksibel yakni 

mengikuti perkembangan zaman. Paku Buwana XII merumuskan bahwasannya 

penataan Keraton Surakarta harus selalu mempertimbangkan situasi, kondisi, 

toleransi, pandangan, dan jangkauan. 

Penetapan pewaris tahta kepemimpinan di Keraton Surakarta memang tidak 

ada konsistensi di dalamnya. Proses penetapan pewaris tahta kerajaan selalu 

                                                           

       
7
 Ibid. 
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situasional menyesuaikan kondisi yang ada pada saat terjadinya proses penetapan. 

Adapun tujuannya yaitu menghendaki proses rekonsiliasi sebagai bagian dari 

penetapan pewaris tahta kerajaan merupakan hal yang wajar dan bagian dari 

proses berjalannya pemerintahan dalam kerajaan. 

Konflik Keraton Surakarta yang hingga tahun 2012 ini berjalan delapan 

tahun telah ada penandatanganan rekonsiliasi oleh kedua belah pihak yang 

bermasalah pada tanggal 16 Mei 2012 di Jakarta, namun masih timbul 

permasalahan terhadap pihak Keraton. Adapun permasalahannya pihak Keraton 

Surakarta tidak mengakui rekonsiliasi tersebut. Lembaga adat belum bisa 

menerima kehadiran KGPH Tedjowulan sekalipun bukan lagi sebagai raja.
8
  

Lembaga adat menganggap rekonsiliasi yang berjalan tersebut hanya 

melibatkan urusan pribadi kakak dengan adik bukan penyelesaian konflik Keraton 

Surakarta secara keseluruhan. Edi Wirabhumi selaku Ketua Eksekutif Lembaga 

Keraton Surakarta menyatakan pada dasarnya menerima baik, menghargai, dan 

menghormati upaya rekonsiliasi tersebut namun tidak bisa langsung menerima. 

Edi Wirabhumi dalam koran Solopos tanggal 23 Mei 2012 halamn 8 kolom 1 

menyatakan  untuk menyelesaikan konflik Keraton Surakarta belum tentu dalam 

satu atau dua jilid bisa jadi berjilid-jilid. Beliau berharap konflik ini juga segera 

selesai dan ingin Keraton Surakarta adem ayem serta jangan mengobrak-abrik adat 

Keraton Surakarta yang sudah ada. 

                                                           

       
8
 Solopos, tanggal 23 Mei 2012, hlm. 1.  
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Penandatanganan rekonsiliasi Keraton Surakarta di Jakarta sempat 

mengalami kendala. Adapun kendalanya yaitu adik kandung Tedjowulan yang 

bernama GKR Kokumeah yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IX Fraksi 

Partai Demokrat marah pada saat acara penandatanganan itu akan berlangsung. 

Reaksi yang ditunjukkan yaitu Kokumeah datang ke Gedung MPR tempat 

berlangsungnya  acara tersebut dan beliau bertujuan untuk menemui kakaknya 

yaitu KGPH Tedjowulan  yang menutup diri beberapa hari setelah adanya konflik 

internal Keraton Surakarta. Namun, Kokumeah tidak diperkenankan masuk dalam 

acara tersebut. 

GKR Kokumeah menyatakan tidak bersedia apabila adat diacak-acak seperti 

ini dan GKR Kokumeah akan memprotes penandatanganan perjanjian tersebut. 

Adapun alasannya  yaitu hal tersebut menurutnya berlangsung mendadak sebab 

sebelumnya KGPH Tedjowulan menutup diri beberapa hari kemudian tiba-tiba 

hadir dalam acara penandatanganan ini. GKR Kokumeah juga menegaskan 

bahwasannya beliau tidak tahu adanya acara penandatangan rekonsiliasi sebab 

menurut beliau KGPH Tedjowulan sudah pergi lama. KGPH Tedjowulan tidak 

bisa membawa keputusan sendiri sebab beliau sebagai pemangku adat, jadi beliau 

memutuskan sesuatu harus bersama-sama. Meski demikian, Kokumeah tidak mau 

disebut bahwa dia tidak menyetujui masalah pendandatanganan perdamaian ini. 
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Beliau menegaskan, bahwa penandatanganan perdamaian ini tidak dibicarakan 

terlebih dahulu di lingkungan Keraton Surakarta.
9
 

KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan beserta dengan sentana dalem 

menemui Ketua DPR yaitu Marzuki Alie di Kompleks Gedung DPR RI Senayan. 

Adapun tujuan dari pertemuan tersebut yaitu menyampaikan bahwasannya telah 

terjadi kesepakatan rekonsiliasi dua raja dan meminta dukungan.dari DPR ataupun 

lembaga tinggi lainnya. Adanya dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu 

menyelesaikan permasalahan dualisme yang terjadi di Keraton Surakarta serta 

tercapainya rekonsiliasi.  

Marzuki Alie juga membubuhkan tanda tanda tangan sebagai saksi adanya 

kesepakatan perdamaian serta rencana pemugaran Keraton Surakarta oleh 

pemerintah. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR. Adapun 

yang menghandiri acara tersebut yaitu Sekjen DPR yaitu Nining Indra Saleh. 

Selain itu, hadir juga sentana dalem Keraton Surakarta diantaranya Mooryati 

Sudibyo dan GPH Suryo Wicaksono. 

Adanya kesepakatan damai antara  KGPH Hangabehi dengan KGPH 

Tedjowulan disambut gembira oleh Marzuki Alie sebab dengan begitu akan 

memperkuat kekuatan Keraton Surakarta dan mampu menjaga peninggalan sejarah 
                                                           

       
9
 Nila Chrisna Yulika. Rekonsiliasi Keraton Solo Ricuh. 

Http://nasional.vivanews.com/news/read/320514-rekonsiliasi-keraton-solo-diwarnai-

ricuh. Diakses pada tanggal 27 Juni 2012, pukul 19.13 WIB. 

 

http://nasional.vivanews.com/news/read/320514-rekonsiliasi-keraton-solo-diwarnai-ricuh
http://nasional.vivanews.com/news/read/320514-rekonsiliasi-keraton-solo-diwarnai-ricuh
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agung baik dari sisi fisiknya maupun non fisiknya. Beliau juga menilai 

bahwasannya Keraton Surakarta merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia. 
10

    

Kesepakatan damai tersebut dinilai oleh kerabat Keraton Surakarta hanya 

perdamaian secara pribadi. Adapun alasannya yaitu Paku Buwana XIII Hangabehi 

pergi meninggalkan keraton Surakarta tanpa sepengetahuan pihak Keraton 

Surakarta.
11

 Pelaksanaan perdamaian tersebut antara KGPH Hangabehi dan KGPH 

Tedjowulan terjadi pada tanggal 16 Mei 2012. Rekonsiliasi dua raja tersebut 

ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan maklumat perdamaian 

antara keduanya di Hotel Mahakam Jakarta. Salah satu yang disepakati dari 

perdamaian tersebut yaitu kerelaan KGPH Tedjowulan untuk melepaskan gelar 

sebagai Paku Buwana XIII dan kemudian diberi gelar baru yaitu Kanjeng Gusti 

Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPH PA). 
12

 

Paguyuban Abdi Dalem Keraton Surakarta atau yang biasa disingkat Pakasa 

wilayah Klaten menilai rekonsiliasi antara Paku Buwana XIII Hangabehi dengan 

Tedjowulan tidak sesuai dengan aturan adat yang ada di dalam Keraton Surakarta 

serta menganggap rekonsiliasi tersebut tidak sah. Pakasa berencana untuk 

                                                           

       
10

 Koran Joglo Semar, tanggal 23 Mei 2012, hlm. 11 kolom 1.  
 

       
11

 Sejarah lisan, hasil wawancara dengan BRM (Bandara Raden Mas) Suryo 

Asmo, selaku pegawai Sasana Pustaka sekaligus salah satu putera dari KGPH 

(Kanjeng Gusti Pangeran Haryo) Puger selaku Putera Dalem Keraton Surakarta, 

bertempat di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, pada hari Selasa 13 Juni 2012, pukul 

11.05 WIB. 
 

       
12

  Solopos, tanggal 18 Mei 2012, hlm. 1.  
 



84 
 

mendatangi Balai Kota Solo dengan tujuan meminta Pemerintah Kota Solo untuk 

tidak ikut campur dalam urusan Keraton Surakarta. Sementara itu, kerabat dan 

sentana dalem yang selama ini mengelola Keraton Surakarta membentuk komite 

tujuh yang merupakan komite beranggotakan perwakilan sentana. Adapun tujuan 

dari komite tujuh tersebut yaitu untuk menyelamatkan posisi raja penerus Dinasti 

Mataram. 

Pada akhirnya para kerabat para Keraton Solo berkumpul di Jakarta untuk 

mendukung proses rekonsiliasi antara Paku Buwono XIII Hangabehi dan KGPH 

Panembahan Agung Tedjowulan. Sebanyak 29 dari 35 putra-putri almarhum Paku 

Buwono XII berkumpul dan menyatakan sikap secara resmi bahwasannya 

mendukung dwitunggal kepemimpinan Raja Hangabehi dan wakilnya KGPH 

Panembahan Agung Tedjowulan. GPH Suryo Wicaksono selaku kerabat Keraton 

Surakarta menyampaikan putra-putri alamrhum Paku Buwono XII menyatakan 

pernyataan dan dukungan penuh kepada pemerintah atas semua pihak yang telah 

membantu menyatukan dua raja di Keraton Surakarta Hadiningrat.
13

 

Beberapa kerabat yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya yaitu KGPH 

Dipo Kusumo, GKR Widoretno, GRAy Kus Triniyah, dan GRAy Kus Ismaniyah. 

Suryo Wicaksono menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa 

keluarga besar dan kerabat Keraton menginginkan adanya perdamaian dari konflik 

                                                           

       
13

 Dadan Muhanda. “Keraton: Para kerabat Keraton Solo berkumpul dukung 

proses rekonsiliasi”. http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2012/05/keraton-para-

kerabat-keraton-solo-berkumpul-dukung-proses-rekonsiliasi/. Diakses pada tanggal 

27 Juni 2012 pukul 19.34 WIB. 
 

http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2012/05/keraton-para-kerabat-keraton-solo-berkumpul-dukung-proses-rekonsiliasi/
http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2012/05/keraton-para-kerabat-keraton-solo-berkumpul-dukung-proses-rekonsiliasi/
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yang telah berlangsung cukup lama. Beliau  menambahkan putra-putri PB XII juga 

berterimakasih kepada Wali Kota Solo Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Bibit 

Waluyo, dan Ketua DPR Marzuki Alie yang sudah berkenan membantu proses 

rekonsiliasi penyatuan dua raja. 
14

 

Suryo Wicaksono berharap dwitunggal kepemimpinan Raja Kesultanan 

Surakarta ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan 

mampu melestarikan nilai-nilai luhur sosial dan budaya Keraton Surakarta. Dipo 

Kusumo  selaku kerabat Keraton Surakarta menambahkan langkah selanjutnya 

setelah pertemuan ini diharapkan terjadi perdamian abadi di Keraton. Apabila ada 

pihak lain yang masih belum sependapat akan dilanjutkan komunikasi Keraton 

Surakarta.
15

 Nina Akbar Tandjung yang juga kerabat Keraton Surakarta 

mengatakan permasalahan Keraton Surakarta bukan hanya dirasakan dua pihak 

kaka adik yang berseteru saja, tetapi seluruh kerabat dan keluarga besar.
16

 

Konflik di Keraton Surakarta terjadi pada tahun 2004 sejak Paku Buwana 

XII mangkat pada tanggal 11 Juni 2004. Kepergian raja sebelumnya yang tidak 

punya permaisuri dan tanpa menunjuk putra mahkota memicu perebutan tahta 

yang berlangsung cukup lama. Keraton Surakarta memiliki raja kembar yaitu 

Hangabehi dan Tedjowulan. dualisme raja ini berakhir setelah melalui proses 

rekonsiliasi pada Jumat 25 Mei 2012 dengan Tedjowulan akhirnya mengalah dan 

                                                           

       
14

 Ibid. 
 

       
15

 Ibid. 
 

       
16

  Ibid. 
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rela menjadi Mahapatih atau wakil raja meskipun dalam struktur Keraton 

Surakarta tidak ada jabatan wakil raja. Namun proses rekonsiliasi ini belum 

berjalan mulus karena masih ada beberapa kerabat Keraton yang menolak 

rekonsiliasi serta tak ikhlas Tedjowulan pulang ke istana. Adanya pertemuan 

putra-putri Paku Buwana XII ini diharapkan dapat meredam kerabat lain yang 

masih menolak proses rekonsiliasi. 

Mengenai jumenengan KGPH Hangabehi dan Tedjowulan dilaksanakan 

pada tanggal 15 Juni 2012. Pada kesempatan tersebut Paku Buwana XIII 

Hangabehi dan KGPH PA Tedjowulan akan menyampaikan Maklumat Raja 

terkait pengangkatan Tedjowulan sebagai KGPH PA. Selanjutnya Paku Buwana 

XIII akan membubarkan Dewan Adat dan akan membentuk tiga lembaga resmi di 

dalam Keraton Surakarta. Adapun alasannya membubarkan Dewan Adat yaitu 

sebab lembaga tersebut dinilai illegal karena tidak resmi dibentuk oleh Paku 

Buwana XIII.
17

   

Juru bicara Keraton Surakarta yang bernama GPH Suryo Wicaksono dalam 

Koran Solopos tanggal 13 Mei 2012 pada halaman 8 kolom 1 menyatakan beliau 

menduga tujuan dari adanya Dewan Adat tersebut dibentuk oleh menantu Paku 

Buwana XII hanya ingin mengkudeta kedudukan raja. Maka dari itu Paku Buwana 

XIII akan menghidupkan kembali tiga lembaga Keraton Surakarta yang berfungsi 
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 Tribun Jogja, tanggal 13 Mei 2012, hlm 8 kolom 1. 
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untuk mengendalikan keraton. Adapun tiga lembaga tersebut yaitu pengageng 

sentana, pengageng parentah, dan pengageng keputren.  

Jumenegan kembali dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012. Melalui 

perundingan pihak Keraton Surakarta akhirnya KGPH PA Tedjowulan beserta 

pendukung beliau berhasil masuk Keraton Surakarta serta mengikuti upacara 

jumengan  Keraton Surakarta yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 Juni 2012. 

Meskipun begitu pembacaan maklumat mengenai adanya dwitunggal belum 

dilakukan oleh Paku Buwana XIII Hangabehi bahkan dalam upacara jumenegan 

tersebut sempat terjadi permasalahan kecil yaitu pada saat Madu Koesoemo (adik 

kandung dari KGPH Hangabehi keturunan Paku Buwana XII dari selir 

Pradapaningrum) yang ingin bergabung dengan KGPH Tedjowulan pada saat 

acara jumenengan di halang-halangi oleh Kubu Koes Moertiyah (keturunan Paku 

Buwana XII dari selir Pradapaningrum) yang mengendalikan acara jumenengan.  

GPH Madu Koesoemo sempat terlibat perselisihan dengan beberapa orang 

yang melarang beliau untuk bergabung dengan KGPH Tedjowulan. GPH Madu 

Koesoemo dipaksa untuk tetap duduk di kursi bangsal Paningrat yang terletak di 

belakang Sasono Sewoko. KGPH Tedjowulan yang telah duduk di lantai Sasono 

Sewoko meninggalkan tempat tersebut dan melerai keributan tersebut serta 

membawa GPH Madu Koesoemo ke Sasono Sewoko.
18

 Walaupun sempat 
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 Solopos, tanggal 16 Juni 2012, hlm. 1. 
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diwaranai insiden kecil namun upacara jumenegan berjalan lancar serta tarian 

Bedhoyo Ketawang
19

 yang ditarikan Sembilan penari berlangsung dengan lancar.   

Pada acara jumenegan tersebut sejumlah tokoh penting yang memperoleh 

undangan untuk menghadiri acara jumenegan dan akan menerima gelar dari 

Keraton Surakarta justru tidak menghadiri acara tersebut. Marzuki Alie selaku 

ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah beradadi Kota Surakarta juga tidak 

menghadiri acara tersebut. Bahkan Joko Widodo selaku Walikota Surakarta yang 

telah hadir di Keraton Surakarta memilih untuk tidak bergabung di Sasono 

Sewoko.
20

 

KGPH Tedjowulan dalam Koran Kedauatan Rakyat tanggal 16 Juni 2012 

menyatakan bahwasannya beliau tidak mempersalahkan ketidakhadiran sejumlah 

tokoh penting yang memperoleh undangan dan beliau tidak mempersalahkan kalau 

pengumuman Maklumat ditunda. Beliau juga menegaskan semua dilakukan secara 

bertahap serta masih ada waktu mensosialisasikan mengenai rekonsiliasi dan 

masih ada waktu untuk membangun Keraton Surakarta menjadi lebih baik demi 

kemajuan Keraton Surakarta. 
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 Tarian Bedhoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang merupakan pusaka 

berharga untuk Keraton Surakarta sebab merupakan garis lurus dengan Ratu 

Kancanawati (Nyi Roro Kidul), dalam wawancara dengan BRM (Bandara Raden 

Mas) Suryo Asmo, selaku pegawai Sasana Pustaka sekaligus salah satu putera dari 

KGPH (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo) Puger selaku Putera Dalem Keraton 

Surakarta, bertempat di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, pada hari Selasa 13 Juni 

2012, pukul 11.05 WIB. 
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 Solopos, tanggal 16 Juni 2012, hlm. 7. 
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C. Dampak Rekonsiliasi  Konflik 

Rekonsiliasi yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2012 membawa dampak 

yang cukup besar bagi Keraton Surakarta. Adapun dampaknya akhirnya 

permasalahan mengenai raja kembar Keraton Surakarta dianggap oleh kalangan 

Keraton Surakarta telah menemukan titik temu. Rekonsiliasi yang berjalan dengan 

lancar ini menambah kerukunan dalam kalangan Keraton Surakarta serta mampu 

merubah Keraton Surakarta ke arah yang lebih baik. Selain itu terkait dana hibah 

dari Pemerintah dapat segera dicairkan untuk memperbaiki bangunan Keraton 

Surakarta. 

Selain pihak keraton yang merasakan dampaknya, kabar gembira juga 

dirasakan bagi abdi dalem yang mengabdi di Keraton Surakarta. Adapun kabar 

gembiranya yaitu abdi dalem akan menerima gaji selama tiga bulan, menerima 

tunjangan hari raya, dan juga kenaikan gaji yang menyesuaikan upah minimum 

kota.
21

 Pejabat Humas dwitunggal yang bernama Suryo Wicaksono menegaskan 

paling lambat dalam sebulan ini, gaji ratusan abdi dalem Keraton Surakarta yang 

menunggak selama tiga bulan. Terkait dana hibah, Gubernur Jawa Tengah 

bernama Bibit Waluyo menanti susunan kabinet dwitunggal sehingga dana bisa 

dicairkan.  

Adanya rekonsiliasi dwitunggal, membuat Gubernur Jawa Tengah tidak lagi 

bingung dalam menyalurkan anggaran. Meskipun begitu, syaratnya semua harus 

sepengetahuan raja dan patihnya. Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa 
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setiap kebijakan dalam keraton Surakarta tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau 

tanpa sepengetahuan raja. Tujuannya agar raja lebih dihormati dan benar-benar 

berwibawa. Selain itu pihak Keraton Surakarta akan legalisasi ulang ijazah gelar 

kebangsawanan jadi urusan surat menyurat harus melalui raja dan patihnya. 

Pemerintahan dwitunggal juga akan membentuk lembaga hukum untuk mengawasi 

dan memproses adanya praktik jual beli jabatan illegal. 

   


